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SELURUH INDONESIA

Dalam rangka kebijaksanaan penataan dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II khususnya dalam hal pengadaan pegawai, dipandang perlu mengambil langkah guna mengantisipasi ketidak seragaman dan ketidak serasian yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif dari segi perencanaan kebutuhan pegawai.
Oleh karena itu dalam hal pembinaan kepegawaian khususnya aspek rekruitmen pegawai sebagai realisasi dari formasi tambahan jatah pengangkatan pegawai (PB.I) maupun pengangkatan pegawai baru sebagai pengganti pensiun, berhenti dan meninggal dunia (PB.II), dengan hormat diharapkan perhatian saudara sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya bahwa pengadaan atau rekruitmen dan penempatan pegawai baru/calon pegawai hendaknya selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ada antara lain yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tanggal 18 Februari 1976 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1990 tanggal 17 April 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia jo Keputusan Ketua BAKORSTANAS Nomor Kep/01/Stanas/VII/1990 tanggal 9 Juli 1990 tentang Kebijaksanaan Penelitian Khusus Bagi Pegawai Republik Indonesia.
c. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 807.1/4522/SJ tanggal 14 Mei 1990 perihal pemanfaatan pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda dan Sarjana.

2. Mulai Tahun Anggaran 1990/1991 agar Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan pegawai terutama yang berkwalifikasi pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda sampai dengan jangka waktu lima tahun mendatang, sesuai dengan pergeseran dan pemensiunan yang sudah dapat direncanakan sekarang.

3. Sebagai upaya peningkatan peran Daerah Tingkat II termasuk wilayah bawahannya sesuai strategi program pembangunan yang bottom-up yaitu usaha meningkatkan mutu ketrampilan, kecakapan, pengalaman dan kepemimpinan Aparatur Pemerintah kiranya perlu pengaturan sebagai berikut :

a. Prosedur pengadaan/rekruitmen pegawai baru dalam hal pelaksanaan pendaftaran sampai dengan penyelenggaraan testing dilakukan di Daerah Tingkat II.  Pengendalian pelaksanaan  testing sampai dengan hasil penentuan hasil testing, ditetapkan  oleh Daerah Tingkat I.

b. Penempatan pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Muda dan Sarjana diarahkan ketingkat wilayah Kecamatan, sedang Kebutuhan personil kwalifikasi Sarjana dan Sarjana Muda pada Tingkat II diambil dari Tingkat Kecamatan yang sudah lama bertugas dan begitu pula permintaan kebutuhan personil di Tingkat I, sehingga ada arus personil dari bawah ke atas dan bagi setiap pegawai baru harus ke daerah depan, kecuali petugas dengan kecakapan khusus.
c. Khusus bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkwalifikasi Sarjana dan Sarjana Muda (kecuali ex APDN) sebelum ditugaskan, setelah lulus testing, agar diadakan penataran singkat tentang tugas pemerintahan daerah mulai dari yang paling bawah dan beberapa pengetahuan dasar administrasi perkantoran.

d. Penataran tersebut diadakan di Diklat Propinsi dengan biaya APBD, dengan kurikulum dari Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri.

4. Sehubungan dengan peran Menteri Dalam Negeri selaku Pembinaan Politik Dalam Negeri dan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tanggal 17 April 1990 tentang Penelitian khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dan Keputusan Ketua BAKORSTANAS Nomor Kep/01/Stanas/VII/1990 tanggal 9 Juli 1990 tentang Dasar Kebijaksanaan Penelitian khusus bagi Pegawai Republik Indonesia, yang antara lain perlunya dikenakan penelitian khusus terhadap penerimaan pegawai baru (termasuk pegawai BUMN dan BUMD) maka peranan Gubernur KepalaDTingkat I dipandang amat sangat menentukan dalam hal pelaksanaannya di Daerah.
Demikian untuk Saudara maklum.

     MENTERI DALAM NEGERI 

Sekretaris Jenderal,
     NUGROHO.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri 

             (sebagai laporan).

2. Yth. Bapak Menteri  Negara PAN

3. Yth. Ketua Lembaga Administrasi Negara

4. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Depdagri.

5. Yth. Para Bupati/Walikotamadya KDII TK.II

        diseluruh Indonesia.

